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RINGKASAN 

Jarot Soleman Ndaong, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, 

Universitas Brawijaya. Pemekaran Daerah Amanatun Kabupaten Timor Tengah 

Selatan. Dosen Pembimbing Dr.Ir. Surjono, MTP dan Dr.Eng. I Nyoman Suluh 

Wijaya, ST.MT. 

 

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas wilayah 3955,36 km2, serta 32 

kecamatan dan penduduk 459.310 jiwa dimana memiliki jumlah kecamatan dan jumlah 

penduduk terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga terjadi pelayanan 

pemerintahan yang tidak optimal. Salah satu solusinya adalah pemekaran daerah,  hal 

inilah yang kemudian terjadi usulan pemekaran daerah Amanatun. Nama Amanatun 

sendiri merupakan sebuah swapraja (kerajaan) pada pada masa pemerintahan Hindia 

Belanda, yang pada saat itu masuk dalam Afdeeling (Kabupaten) Timor Tengah 

Selatan. Usulan Pemekaran daerah Amanatun tentu memiliki latar belakang yang 

menjadi pemicu serta tujuan  dari masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran 

tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal apa saja sebagai pemicu 

dan tujuan yang diharapkan dari adanya pemekaran Kabupaten Amanatun serta adakah  

hubungan antara pemicu dan tujuan dari pemekaran daerah Amanatun dan bagaimana 

bentuk pemekaran daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan. Proses analisis 

menggunakan partial least square (PLS) dan tingkat kelayakan pemekaran 

berdasarkan pedoman peraturan pemerintah.  

 

Kata Kunci : pemekaran daerah, pemicu, tujuan, PLS, tingkat kelayakan. 
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SUMMARY 

Jarot Soleman Ndaong, Master Program of Urban and Regional Planning, Faculty Of 

Engineering, Brawijaya University. Enlargement of Amanatun, South Central 

Timor Regency. Supervisor Dr.Ir. Surjono, MTP and Dr.Eng. I Nyoman Suluh 

Wijaya, ST.MT. 

 

South Central Timor Regency is one of the Regency within the Province of East 

Nusa Tenggara. It lies on 3955,36 km2 with 32 Sub-Districts and population of 459.310 

people which made it as Regency with most Kecamatan (Sub-District) and most 

populated area in Province of East Nusa Tenggara. Thus, due it its large size, less 

optimum service of regional government regarding might occur. One solution offered 

for this issue was regional enlargement, which become the proposed enlargement of 

Amanatun. Amanatun was taken from the name of a kingdom during West Indies 

governance, which was includes in Afdeeling (Regency) South Central Timor. This 

proposition of Amanatun enlargement was having its own background that became the 

trigger and objectives of the people who desire this enlargement. Objectives of this 

study was to discover the triggers and objectives expected from Amanatun enlargement 

and whether there was relationship between the trigger and objectives of Amanatun 

enlargement also what is the form of this enlargement according to the prevails laws 

and regulations. Analysis process was using Partial Least Square (PLS) and 

appropriateness level for enlargement was based on government regulation guidelines.  

 

Keyword: regional enlargement, trigger, objectives, relationship between effect of 

trigger toward objectives of enlargement, PLS, appropriateness level of enlargement 

based on laws and regulations 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

Kerangka konsep penelitian merupakan bagian dari penelitian yang berisi tentang 

masalah yang akan diteliti ataupun berhubungan dengan penelitian dan dibuat dalam bentuk 

diagram (Hidayat,2007). Adapun isi dari bab ini terdiri dari kerangka pikir, dan definisi 

operasional.   

3.1 Kerangka Pikir 

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Pemekaran Daerah  Amanatun 

Kabupaten Timor Tengah Selatan 

Kondisi eksisting lokasi, Hasil 

Kajian yang dilakukan 
mengenai pemekaran daerah 

Undang-undang 23 tahun 2014. 

Peraturan Pemerintah  78 Tahun 2007 
ttg pemekaran daerah 

Hasil : 

 Mendeskripsikan kelebihan 

/kekurangan pemekaran daerah 

Amanatun  

 

 

Teori dan Analisis: 

 Kelayakan pemekaran 

 Faktor pemicu pemekaran 

 Tujuan pemekaran 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi : 

 Mengetahui kelayakan pemekaran daerah Amanatun 

 Mengetahui hubungan antar pemicu dan tujuan Pemekaran 

Daerah Amanatun  

 

Analisis Permasalahan 

Adanya permasalahan terkait hal apa melatarbelakangi 

pemekaran daerah Amanatun 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

  Pengujian hipotesis menggunakan analisa PLS  metode resampling bootstrap yang 

dikembangkan oleh Geisser & Stone. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji 

t, dengan hipotesis statistik sebagai berikut : 

Hipotesis statistik untuk outer model adalah : 

H0 : λi = 0 lawan 

H1 : λi  ≠  0  

 Sedangkan hipotesis statistik untuk inner model : pengaruh variabel laten eksogen 

terhadap endogen adalah : 

H0 : γi = 0 lawan 

H1 : γi ≠  0  

rumusan masalah ada pengaruh pemicu pemekaran terhadap tujuan pemekaran 

daerah Amanatun. 

Hipotesis Statistik : 

Ha  = 0, tidak ada pengaruh antara pemicu pemekaran dengan tujuan pemekaran 

daerah Amanatun 

Ha  ≠  0, Ada pengaruh antara pemicu pemekaran dengan tujuan pemekaran daerah 

Amanatun 

3.3 Diagram Alir Penelitian  

Diagram alir merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung proses 

penelitian yang akan dibuat agar penelitian dapat berjalan lebih terarah dan sistematis. 

Diagram alir penelitian secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.2.  
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Gambar 3. 2 Diagram alir penelitian 
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Pemerintah nomor 78 Tahun 2007 

2. Studi Literatur 
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 Penataan daerah sebagai penataan institusi (Alfirdaus,2007) 

 Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia (Khairullah,2006) 

 Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia (Partnership Policy Paper 

No1/2011) 

 Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran/EDOHP(Dirjen 

otonomi daerah, kemendagri,2011) 

2. Instansi 

 Data Kabupaten dalam angka, Kecamatan dalam angka 

 RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan 

 RTRW Kabupaten Timor Tengah Selatan 
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3.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk 

melakukan sesuatu kegiatan atau penelitian. Definisi operasional digunakan sebagi kerangka 

acuan dalam pembahasan penelitian mengenai “Pemekaran daerah Amanatun Kabupaten 

Timor Tengah Selatan”. Adapun definisi operasional tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut. 

1. Pemekaran  

Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : 1) Berkembang menjadi 

terbuka 2) Menjadi besar dan gembung 3) menjadi tambah luas, besar, ramai, 

bagus 4) Mulai timbul dan berkembang. 

2. Daerah 

Secara umum, definisi Daerah menurut Nia K. Pontoh dalam bukunya yang 

berjudul Pengantar Perencanaan Perkotaan (2008), adalah suatu wilayah 

teritorial dengan pengertian, batasan, dan perwatakannya didasarkan pada 

wewenang administratif pemerintahan yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan tertentu. Definisi lain dari daerah adalah ruang yang 

merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dengan 

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. Contohnya 

adalah daerah-daerah otonom seperti yang dimaksud oleh Undang-undang No. 

22 tahun 1999 (yang telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004) tentang 

Pemerintah di Daerah: Daerah Provinsi; Daerah Kabupaten; Daerah Kota. 

Menurut UU No. 32 tahun 2004, daerah otonom, selanjutnya disebut daerah 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

3. Pemekaran Daerah  

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007, pemekaran daerah adalah 

pemecahan propinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. 

 

 



52 
 

  

3.5 Penentuan Variabel Penelitian 

Penelitian penggunaan variabel penelitian dilakukan menggunakan pendekatan 

permintaan (demand side) dimana ada 2 tujuan utama dari pendekatan ini yakni faktor 

pemicu pemekaran dan faktor tingkat kelayakan.  Dari berbagai teori yang telah dijabarkan 

sebelumnya maka berikut ini adalah rangkuman teori beserta variabel dan aspek  

Tabel 3.1. Rangkuman Teori 

No. Teori Variabel Aspek 

1. Sjafrizal.2008 

Pemekaran daerah adalah pemisahan suatu 

wilayah dari administrasi lama untuk 

membentuk daerah administrasi baru dapat 
muncul dalam tiga bentuk, yaitu : pemisahan 

(split-off), perluasan (enlarging) dan 

penyatuan (amalgamation).  Dimana secara 

umum pemekaran di Indonesia biasanya 

berupa pemisahan dan diawali dengan 

permintaan masyarakat yang disalurkan 

melalui lembaga resmi daerah, pendekatan 

dalam pemekaran daerah dari sisi permintaan 

(demand side)  ada 2 hal utama yang perlu 

dikaji yakni factor pemicu dan tingkat 

kelayakan pemekaran. 

- Faktor Pemicu 

Pemekaran 

o Perbedaan agama 

o Perbedaan etnis dan 
budaya 

o Ketimpangan 

pembangunan 

ekonomi 

o Luas daerah 

- Faktor tingkat kelayakan 

pemekaran daerah 

o Kemampuan 

keuangan daerah 

o Pertumbuhan 

ekonomi daerah 

o Kualitas 
sumberdaya 

manusia 

PEMICU 

PEMEKARAN 

DAERAH 

2. USAID,2006 

Penataan wilayah atau territorial reform 

mencakup pemekaran daerah yaitu berupa 

pemekaran daerah berupa pembentukan, 

penggabungan maupun pemecahan suatu 

wilayah menjadi wilayah-wilayah baru yang 

berdiri sendiri dalam sebuah wilayah negara. 

Penjabarannya mencakup pemekaran 

(secession), pemecahan  (partitionism)  dan 
penggabungan wilayah (amalgamation). 

 

3 faktor pemicu menurut 

Erlingsson : 

- Economic driven 

- Cultural driven 

- Political driven 

2 faktor pemicu menurut 

Conversi : 

- Ethnically driven 

- Territorial driven 
 

3.  Tenrini Rita Helbra,2013 

Usulan pemekaran daerah hendaknya 

merupakan aspirasi masyarakat yang ingin 

membentuk daerah sendiri dan diharapkan 

pemekaran daerah tersebut dapat mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya.  

Pemicu pemekaran : 

- Timpangnya 

pemerataan dan 

keadilan 

- Kondisi geografis 

yang luas  

- Perbedaan kultur dan 

budaya 

- Dana intensif fiskal 

- Status kekuasaan 
4. Decentralization Support Facility, 2007 - Ketimpangan ekonomi 

- Luasnya rentang kendali 

- Representasi politik 

- Limpahan Fiskal 

  

 

5. Profesor Sjafrizal 

 

- Faktor tingkat kelayakan 

pemekaran daerah 
TINGKAT 

KELAYAKAN 
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No. Teori Variabel Aspek 

o Kemampuan 

keuangan daerah 

o Pertumbuhan 

ekonomi daerah 

o Kualitas 

sumberdaya 

manusia 

PEMEKARAN 

DAERAH 

6. Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007  

 

Syarat suatu Kabupaten 

sudah bisa dimekarkan : 

1. Usia 
Penyelenggaraan 

pemerintahan 

minimal sudah 7 

(tujuh) tahun 

2. Pemekaran daerah 

harus memenuhi 

beberapa syarat : 

a. Syarat 

Administratif 

b. Syarat Teknis 

c. Syarat Fisik 

Kewilayahan 
Secara teknis ada beberapa 

variabel yang digunakan 

untuk menghitung tingkat 

kelayakan pemekaran 

daerah diantaranya : 

- Kependudukan  

- Kemampuan Ekonomi  

- Potensi Daerah 

- Kemampuan Keuangan 

- Sosial Budaya 

- Sosial Politik 
- Luas Daerah 

- Pertahanan 

- Keamanan 

- Tingkat Kesejahteraan 

Masyarakat 

- Rentang Kendali 

6 Samosir,2013 - Pelayanan publik yang 

lebih baik 

- Mempercepat 

pertumbuhan ekonomi 

penduduk berbasis 

potensi lokal 

- Penyerapan tenaga kerja 
secara luas di sektor 

pemerintahan 

TUJUAN 

PEMEKARAN 

DAERAH 
7 PP No. 129 tahun 2000 - pelayanan kepada 

masyarakat 

- meningkatkan kehidupan 

berdemokrasi 

- meningkatkan 

pengelolaan potensi 

wilayah,  
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No. Teori Variabel Aspek 

- dan meningkatkan 

keamanan dan 

ketertiban. 

8 Undang-Undang nomor  32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah 

- Peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat 

- Percepatan pertumbuhan 

kehidupan demokrasi 

- Percepatan pelaksanaan 

pembangunan 

perekonomian daerah 

- Percepatan pengelolaan 
potensi daerah 

- Peningkatan keamanan 

dan ketertiban 

- Peningkatan hubungan 

yang serasi antara pusat 

dan daerah 

    

Sumber : Hasil analisa 

Dari rangkuman teori yang telah dipaparkan diatas, maka proses selanjutnya adalah 

seleksi variabel. Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian, objek pengamatan atau fenomena yang diteliti. Variabel 

penelitian merupakan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, dengan mengacu 

pada sasaran yang akan dicapai. Dalam seleksi ini, variabel yang dipilih adalah variabel yang 

sama pada tiap aspek.  Maka didapat beberapa variabel terkait pemekaran daerah Amanatun 

yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3. 2.  Variabel Penelitian 
No Tujuan Variabel Sub Variabel Sumber/penelitian 

1. Mengetahui 

Tingkat 

kelayakan 

pemekaran 

daerah 

Amanatun 

- Kependudukan 

- Kemampuan 

Ekonomi 

- Potensi Daerah 

- Kemampuan 

Keuangan  

- Sosial Budaya 

- Sosial Politik 

- Luas Daerah  

- Pertahanan 

- Keamanan 
- Tingkat 

kesejahteraan 

masyarakat 

- Rentang Kendali 

 

 

 

 

 

 

 

- Jumlah Penduduk 

- Kepadatan Penduduk 

- PDRB non migas 

- Pertumbuhan ekonomi 

- Kontribusi PDRB non migas 

- Rasio bank dan lembaga keuangan 

non bank per 10.000 penduduk 

- Rasio kelompok pertokoan per 

10.000 penduduk 

- Rasio pasar per 10.000 penduduk 

- Rasio sekolah SD per penduduk usia 
SD 

- Rasio sekolah SMP per penduduk 

usia SMP 

- Rasio sekolah SMA per penduduk 

usia SMA 

- Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 

penduduk 

- Rasio tenaga medis per 10.000 

penduduk 

- Presentase rumah tangga yang 

mempunyai kendaraan bermotor atau 

PP 78 tahun  2007 
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No Tujuan Variabel Sub Variabel Sumber/penelitian 

 perahu atau perahu motor atau kapal 

motor 

- Presentase pelanggan listrik terhadap 

jumlah rumah tangga 

- Rasio panjang jalan terhadap jumlah 

kendaraan bermotor 

- Presentase pekerja yang 

berpendidikan minimal SMA 

terhadap penduduk usia 18 tahun ke 

atas 
- Presentase pekerja yang 

berpendidikan minimal S-1 terhadap 

penduduk usia 25 tahun ke atas 

- Rasio pegawai negeri sipil terhadap 

penduduk 

- Jumlah PDS 

- Rasio PDS terhadap jumlah 

penduduk 

- Rasio PDS terhadap PDRB non 

migas 

- Rasio sarana peribadatan per 10.000 

penduduk 
- Rasio fasilitas lapangan olahraga per 

10.000 penduduk 

- Jumlah balai pertemuan 

- Rasio penduduk yang ikut pemilu 

legislatif penduduk yang mempunyai 

hak pilih 

- Jumlah organisasi kemasyarakatan 

- Luas wilayah keseluruhan 

- Luas wilayah efektif yang dapat 

dimanfaatkan 

- Rasio jumlah personil aparat 

pertahanan terhadap luas wilayah  

- Karakteristik wilayah, dilihat dari 

sudut pandang pertahanan 

- Rasio jumlah personil aparat 
keamanan terhadap jumlah penduduk 

- Indeks Pembangunan Manusia 

 

- Rata-rata jarak kabupaten/kota atau 

kecamatan ke pusat pemerintah 

(propinsi atau kabupaten/kota) 

- Rata-rata waktu perjalanan dari 

kabupaten/kota atau kecamatan ke 

pusat pemerintah (provinsi atau 

kabupaten/kota) 

2. Menilai 

Faktor 
Pemicu  

pemekaran,   

 

- Perbedaan Agama 

- Perbedaan Etnis 
- Ketimpangan 

Ekonomi 

- Luas daerah 

- Politik 

- Limpahan Fiskal 

 

 

- Proporsi penduduk antar umat 

beragama 
- Konflik antar agama 

- Proporsi perbedaan etnis (budaya)  

- Konflik antar etnis 

- Indeks Williamson (PDRB Per 

Kapita dengan jumlah penduduk) 

- Luas wilayah dan jangkauan 

pelayanan 

- Profesor 

Sjafrizal 
- Rita Helbra 

Tenrini  

- DSF 2007 

- USAID 2006 
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No Tujuan Variabel Sub Variabel Sumber/penelitian 

- Rentang kendali (jarak ibukota 

kecamatan ke ibukota kabupaten) 

- Representasi politik masyarakat 

dalam pemerintahan 

- Presentase DAU dan DAK 

3. Menentukan 

tujuan yang 

ingin 

dicapai dari 
pemekaran 

daerah 

Amanatun 

- Peningkatan 

Pelayanan Publik 

- Pertumbuhan 

kehidupan 
berdemokrasi 

masyarakat 

- Penyerapan tenaga 

kerja secara luas 

- Mempercepat 

Pertumbuhan 

ekonomi 

penduduk  

- Meningkatkan 

pengelolaan 

potensi lokal 

daerah 
- Meningkatkan 

keamanan dan 

ketertiban 

- Peningkatan 

hubungan yang 

serasi antar pusat 

dan daerah 

 - Hermanislamet 

(2005) 

- UU no 32 tahun 

2004 
- PP no 129 tahun 

2000 

 

 

4. Menguji 

pengaruh 

pemicu 

pemekaran 
terhadap 

tujuan 

pemekaran 

daerah 

Amanatun 

- Menguji hipotesis 

dengan bantuan t-

statistik dalam 

PLS 

 Imam Ghozali 

 Sumber : Hasil analisa 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait 

dengan Pemekaran Daerah Amanatun yaitu : 

1. Berdasarkan hasil analisa PLS dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 

a. Pemicu pemekaran Kabupaten Amanatun adalah ketimpangan ekonomi dan 

luas daerah 

b. Tujuan pemekaran Kabupaten Amanatun adalah meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat, mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan 

meningkatkan keamanan dan ketertiban 

c. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ada hubungan pengaruh antara pemicu 

pemekaran daerah Amanatun terhadap tujuan pemekaran daerah Amanatun 

sebesar 37,2 % 

2. Berdasarkan Analisis perhitungan tingkat kelayakan pemekaran Kabupaten Amanatun 

berdasarkan PP 78 tahun 2007 dimana pemekaran Kabupaten Amanatun mendapat skor 

total adalah 403 hal ini berarti masuk ke dalam kategori mampu dan direkomendasikan 

untuk dimekarkan. 

6.2. Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian terkait pemekaran 

Kabupaten Amanatun adalah : 

a. Bagi Pemerintah Daerah, perlu adanya perbaikan, khususnya Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Induk Timor Tengah Selatan yang belum dimuatnya 

rencana tentang Pemekaran Daerah Amanatun. 

b. Bagi Pemerintah Daerah, perlu dibuatnya konsep rencana tata ruang wilayah 

untuk daerah pemekaran Amanatun. 

c. Bagi Penelitian selanjutnya, apabila peraturan pemerintah pendamping undang-

undang 23 tahun 2014 khususnya tentang pemekaran daerah sudah diterbitkan 

maka perlu dikaji ulang mengenai aspek syarat pemekaran daerah. 
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d. Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

diambil beberapa kesimpulan diantaranya : 

•  Belum adanya peraturan pemerintah pendamping undang-undang 23 

Tahun 2014 khususnya tentang pemekaran daerah yang menyebabkan 

belum bisanya pelaksanaan perhitungan dalam menentukan kelayakan 

pemekaran daerah Amanatun 

• Dari hasil wawancara, penentuan lokasi ibukota untuk pemekaran 

Amanatun adalah di kecamatan Boking, sedangkan dilihat dari Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2014-

2019 Kecamatan Boking terdapat daerah rawan bencana, baik bencana 

banjir maupun bencana tsunami sehingga perlu adanya kajian dan 

perhitungan yang baik dalam menentukan lokasi ibu kota. 
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